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Barru- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum 

Sulsel) Pada Jumat (25/4/2025) lalu di Ruang Rapat Harmonisasi Kanwil Kemenkum Sulsel 

telah menggelar rapat harmonisasi terhadap empat rancangan Produk hukum daerah Kabupaten 

Barru.  

Rapat yang berlangsung mulai pukul 09.00 WITA tersebut dihadiri oleh jajaran 

pimpinan terkait, termasuk Kepala Bappelitbangda dan Kepala Bagian Hukum Kabupaten 

Barru serta para perancang Peraturan Perundang – undangan Kanwil Kemenkum Sulsel. 

Rapat harmonisasi bertujuan untuk menyelaraskan substansi rancangan regulasi dengan 

peraturan yang lebih tinggi, memperkuat dasar hukum kebijakan daerah, serta mencegah 

terjadinya tumpang tindih pengaturan antar peraturan. 

Empat rancangan Produk Hukum Daerah yang dibahas meliputi dua Rancangan 

Peraturan Daerah (Ranperda) dan dua Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup).  

Ranperda yang diharmonisasi adalah Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.  

http://herald.id/


Sementara dua Ranperbup yang dibahas adalah Perubahan Atas Perbup Nomor 4 Tahun 

2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026. 

Kepala Bappelitbangda Kabupaten Barru selaku pemrakarsa menyampaikan bahwa 

revisi Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bertujuan memberikan 

kepastian hukum terhadap penataan organisasi yang mengalami perubahan nomenklatur, 

penyesuaian struktur, serta penggabungan dan pemisahan perangkat daerah. 

“RPJMD 2025-2029 akan menjadi panduan dan arahan dalam penyusunan RKPD setiap 

tahunnya selama lima tahun ke depan,” jelasnya.  

Sementara itu, perubahan RKPD 2025 dilakukan untuk menyesuaikan dengan 

perkembangan keadaan, termasuk penyesuaian asumsi ekonomi dan perubahan indikator 

kinerja. RKPD 2026 sendiri disusun untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam 

perencanaan alokasi sumber daya pembangunan daerah. 

Dalam pembahasan, tim Perancang Kanwil Kemenkum Sulsel memberikan sejumlah 

masukan teknis untuk penyempurnaan keempat rancangan regulasi tersebut. Beberapa catatan 

penting antara lain perbaikan dasar hukum, penyesuaian frasa, serta penyempurnaan ketentuan 

peralihan untuk Ranperda Perubahan Kedua tentang Perangkat Daerah. Untuk Ranperda 

RPJMD 2025-2029, tim merekomendasikan perbaikan acuan pasal pada konsiderans 

menimbang dan penambahan beberapa Undang-Undang terkait, termasuk UU Nomor 59 Tahun 

2024 tentang RPJPN 2025-2045. 

Pemerintah Kabupaten Barru melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah berperan aktif 

dalam memfasilitasi proses harmonisasi, berkoordinasi dengan perangkat daerah pengusul, 

serta menindaklanjuti hasil pembahasan sesuai dengan rekomendasi Kanwil Kemenkum 

Sulsel. 

Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Barru dan Kanwil Kemenkum Sulsel ini 

mencerminkan komitmen bersama dalam mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas, 

tertib regulasi, dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. 

Setelah melakukan pembahasan menyeluruh, rapat menyimpulkan bahwa keempat rancangan 

Produk hukum daerah tersebut secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi atau sejajar.  

 


